
 
 

 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 

 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2026 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006               
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533), sebagaima telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaima telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019              
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                    

Nomor 1781);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2022 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Nomor 38); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 6), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2025 
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tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 3); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 

Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2026 Nomor 6); 
 

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 19), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara 

Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2025 Nomor 28); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN   ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2025. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
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11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 

periode anggaran. 

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

 

BAB II 
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

 

Pasal 2 
 

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tertuang 
dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2025. 
 

Pasal 3 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, terdiri atas: 
a. pendapatan 

1. pendapatan asli Daerah Rp. 177.427.072.942,26 
a) pendapatan pajak Daerah Rp. 34.482.283.998,00 
b) pendapatan retribusi Daerah Rp. 14.640.021.831,00 

c) pendapatan hasil kekayaan 
yang dipisahkan Rp. 11.959.809.115,00 

d) lain-lain pendapat asli Daerah 
yang sah Rp. 116.344.957.998,26 
 

2. pendapatan transfer Rp. 1.532.458.002.610,00 
a) pendapatan transfer pemerintah  

pusat  Rp.  1.427.555.419.102,00 
1) dana perimbangan Rp. 1.259.003.685.918,00 

(a) dana bagi hasil Rp. 641.167.570.799,00 

(b) dana alokasi umum Rp. 508.486.251.340,00 
(c) dana alokasi khusus – fisik Rp. 5.284.608.825,00 
(d) dana alokasi khusus – 

non fisik Rp. 104.065.254.954,00 
2) pendapatan transfer pemerintah 

pusat lainnya Rp. 168.551.733.184,00 
(a) dana desa Rp. 153.325.032.184,00 
(b) insentif fiskal Rp. 15.226.701.000,00 

b) pendapatan transfer antar daerah, 
melalui pendapatan bagi hasil  

dari provinsi Rp. 104.902.583.508,00 

3. lain-lain pendapatan Daerah 
yang sah Rp. 45.611.667.515,00 

a) pendapatan hibah Rp. 50.000.000,00 
b) lain-lain pendapatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  Rp. 45.561.667.515,00 
jumlah pendapatan Rp. 1.755.496.743.067,26 

 
b. belanja 

1. belanja operasi Rp. 1.008.569.867.105,00 

a) belanja pegawai Rp. 541.699.997.476,00 
b) belanja barang dan jasa Rp. 420.476.508.903,00 
c) belanja bunga Rp. 0,00 
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d) belanja hibah Rp. 36.828.264.326,00 
e) belanja bantuan sosial Rp. 9.565.096.400,00 

2. belanja modal Rp. 310.339.807.225,00 
a) belanja modal tanah Rp. 0,00 
b) belanja modal peralatan dan mesin Rp. 105.879.745.699,62 

c) belanja modal gedung dan bangunan Rp. 76.813.570.277,00 
d) belanja modal jalan, jaringan, dan 

irigasi Rp. 124.682.362.264,00 

e) belanja modal aset tetap lainnya Rp. 2.766.128.984,38 
f) belanja modal aset lainnya Rp. 198.000.000,00 

3. belanja tidak terduga Rp. 1.030.600.000,00 

4. belanja transfer Rp. 255.093.032.184,00 
a) belanja bagi hasil Rp. 5.273.000.000,00 

b) belanja bantuan keuangan Rp. 249.820.032.184,00 

jumlah belanja Rp. 1.575.033.306.514,00 

 
c. Pembiayaan 

1. penerimaan Pembiayaan Rp. 436.789.885.829,92 

a) penggunaan SiLPA Rp. 436.789.885.829,92 
b) penerimaan pinjaman Daerah- 

lembaga keuangan bukan bank Rp. 0,00 

c) penerimaan kembali pemberian 
pinjaman Daerah Rp. 0,00 

2. pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00 
a) penyertaan modal Pemerintah  

Daerah Rp. 0,00 

b) pembayaran cicilan pokok hutang 
yang jatuh tempo Rp. 0,00 

pembiayaan netto Rp. 436.789.885.829,92 

sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 617.253.322.383,18 
 

Pasal 4 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 6 

 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 7 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara. 

 
 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 19 Agustus 2026  
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
         Cap/ttd 

 
SAHRUJANI 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 20 Agustus 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
           HULU SUNGAI UTARA, 
 

  Cap/ttd 
 

                ADI LESMANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  

TAHUN 2026 NOMOR 16 
 

 
 

 
 
 


